BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR _?;J-! TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan
pengawasan mesyarakat dalam  penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;

b. bahwa pelayanan informasi publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyumas;

C. bahwa dalam  rangka  menyesuaikan  dengan
perkembangan keadaan dan penyesuaian nomenklatur
Badan Publik, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu disesuaikan;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389,
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 112);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahs» Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran A Negara  Republik Indonesia  Tahun
2005Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ,

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2009 Nomor 3 Seri E) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1
Seri D);

MEMUTUSEKEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang tugas
dan tanggungjawabnya membidangi komunikasi dan informatika.

5. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KI Provinsi adalah
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda vang
mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknolog
informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.

7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik,



10.

11,

12.

13.

14.
15.

16.

7.

18.

19,

20.

21.

22.

Badan Publik adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Badan
Usaha Milik Daerah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diber1 tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID
adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi;

PPID Utama adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
Komunikasi dan Informatika;

PPID Pembantu adalah adalah Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat
yang melaksanakan tugas kehumasan, administrasi dan kearsipan pada
setiap Badan Publik;

Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
PLID, adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disecbut SOP adalah merupakan
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID;

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDF
adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang informasi
publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan
berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik;

Sistern Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDP
adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi sccara cepat,
mudah dan wajar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik;

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat
LLID, adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi
dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan
rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi;

Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut FKPPID adalah wadah komunikasi, koordinasi,
konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID;

Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan
publik.



23.

24,

25.

26.

27.

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-Undangan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh
Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan.

Uji konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian
tentang dampak atau akibat yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan
adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan
menutup suatu informasi publik;

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik
dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak mempercleh dan/atau menggunakan informasi publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a.

(1)

(2)

(3)

Mewujudkan penyelenggarakan pemerintahan yang baik, yaitu vyang
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; dan

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menghasilkan layanan
informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB I
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan
Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan
bersifat ketat, terbatas dan rahasia.

Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik
dengan cepat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah.

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kepatutan, kepentingan umum,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dadasarkan pada pengujian
atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan dokumentasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa
menutup Informasi dan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan
yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4

Badan Publik berhak menclak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, seperti :

a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;

¢. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau

¢., nformasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan

Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban
Pasal 5

Badan Publik menerbitkan dan/atau menerbitkan Informasi dan
Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada
Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Badan Publik dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 6

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan Pemerintah
Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada avat (1), melekat pada pejabat struktural
yang membidangl tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi
dan/atau kehumasan.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID, dibentuk PLID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan PPID Utama dan
PPID Pembantu.

PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama.

Susunan PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di seluruh Badan
Publik yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Daftar Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 8

PPID Utama bertugas :

a.
b.

menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;



mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada publik;

melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan:

melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh
PPID Pembantu;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau
sesual dengan kebutuhan;,

mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipblikasikan;
menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan
memelihara informasi dan dokumentasi;

membentuk Tim Fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPID Utama

berwenang :

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
yang menjadi cakupan kerjanya;

c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapal
diakses oleh publik; dan

e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,

mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasi.

Pasal 10

PPID Pembantu bertugas :

.

b.

membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan
kewenangannya,

menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesual dengan
tugas pokok dan fungsinya;



d.

(1)

(2)

(1)

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi
bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup
komponen di lingkungan cakupan kerjanya masing-masing menjadi bahan
informasi publik; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
dengan kebutuhan.

BAB VI

KELENGKAPAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 11

Struktur Organisasi PLID Kabupaten Banyumas terdiri dari :

Pembina, dijabat oleh Bupati;

Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah:

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
dan Pejabat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

d. PPID Utama, dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Komunikasi dan Infromatika;

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan/atau
pejabat yang membidangi urusan administrasi dan kehumasan;

f. Bidang Pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan

g. Pejabat Fungsional.

o P

Bagan struktur organisasi PLID Kabupaten Banyumas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Kedua
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PPID

Pasal 12

Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2)

(3)

(1)

(3)

(1)

10

Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :

a. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Utama dan PPID
Pembantu;

b. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;

c. Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Atasan
PPID, PPID Utama, Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional;

d. Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan PPID
yang bertanggungjawab memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;

e. Standar Layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan keberatan ;
dan

f. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan Informasi Publik.

Penyusunan SOP PPID Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Jenis-jenis SOP PPID, antara lain :

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;

SOP Penanganan Kebaratan Informasi Publik; dan
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

° a0 op

Contoh Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tersebut dalam Lampiran [Il vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)

Pasal 14

DIDP paling sedikit memuat :

Nomor;

Ringkasan isi informasi;

Pejabat atau Badan Publik yang menguasai informasi;
Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
Waktu dan tempat pembuatan informasi;

Bentuk informasi vang tersedia; dan

Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

@ e a0 o
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(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama.

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipublikasikan
harus diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk
dilestarikan dan diklasifikasikan menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tersebut dalam Lampiran [Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)

Pasal 15

(1) RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai.

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Kelima
Sistem Informasi dan Dolkumentasi Publik SIDP

Pasal 16

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses
pelayanan informasi publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

Bagian Keenam
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)

Pasal 17

(1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh PPID paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

(2) Salinan LLID Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
disampaikan kepada Bupati dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa
Tengah sesuai kewenangan masing-masing.

(3) LLID paling sedikit memuat :

a. Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentas
publik;

b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
publik, antara lain :



(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik
yang dimiliki beserta kondisinya;

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan
dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan

. Anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik beserta

laporan penggunaannya.

¢. Rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang meliputi :

1.
2,

3.

Jumlah permohonan informasi publik;

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan
informasi publik dengan klasifikasi tertentu;

Jumlah permohonan informasi publik vang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan

. Jumlah permchonan informasi publik yang ditolak beserta

alasannya.

d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi :

1.
2,
3.

4,

Jumlah keberatan yang diterima;
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
yang berwenang; dan

Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudiksi Komisi Informasi yang
berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik, jumlah gugatan
yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan
pelaksanaannya oleh Badan Publik.

e. Kendalan internal dan eksternal dalam pelaksanaan lavanan informasi
dan dokumentasi publik; dan

f. Rekomendasi dan rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 18

LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap

saat;

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada publik dan
disampaikan kepada Atasan PPID;

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepaba Bupat
oleh Atasan PPID,

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilaporkan oleh Bupati
sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
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Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 19

Pendanaan yang diperlukan untuk Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyurnas.

BAB VII

MEKANISME PERMOHONAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 20

Pemohon informasi dan dokumentasi Adalah Warga Negara Indonesia dan/atau
Badan Hukum Indonesia.

Pasal 21

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi syarat :

a.

(1)

(2)

(3)

Mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan/atau peraturan perundang-undangan;

Mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang
dibutuhkan;

Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi
vang dapat dipertanggungjawabkan; dan

Menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk
memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya vang dikenakan
terbilang wajar.

Pasal 22

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh informasi dan dokumentasi publik secara tertulis atau tidak
tertulis.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib
mencatat Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat Pemohon
Informasi Publik, sunyek dan format informasi serta cara penyampaian
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi wajib
mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)
(2)
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PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petuga Informasi wajib
memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik
sebagimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berupa nomor
pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalul surat
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID
Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan !
a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;

b. Penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi disertai alasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi
vang diminta, apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah
penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahuu
keberadaan informasi yang diminta;

Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagaian, dicantumkan
materi informasi yang akan diberikan;

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka informasi yang
dikecualikan tersebut dapat dihitamkan disertai dengan alasan dan
materinya;

PPID Utama dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lama 7 (tujuh]|
hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis,

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID

Pasal 23
Pembinaan dan pengendalian penataan PLID dilakukan oleh Bupati ;

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

a. Fasilitasi dan koordinasi;

b. Peningkatan kapasitas PPID;

¢. Monitoring dan evaluasi; dan
d. Dukungan teknis administrasi.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IX
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 24

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7);

b. Tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik;

Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

Tidak dipenuhinya permintaan informasi,

Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

Penvampaian informasi vang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik.

® e 0

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g,
dapat disampaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 25

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka wakitu
paling lambat 30 (tiga puluh) har kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;

Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 26

Sengketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Provinsi Jawa
Tengah sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa
informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan
tanggapan Atasan PPID.

Pengajuan sengketa informasi sebagimana dimaksud pad ayat (1), dilakukan
pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

()

(7)
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Pasal 27

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi publik
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
untuk penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.

Surat Keputusan Penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga berfungsi
sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah di Komisi
Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan
kewenangannya.

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu. Pejabat yang menangani bidang hukum dan
Pejabat Fungsional serta Pejabat / Fungsional Umum lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi dengan
melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait,
pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain
yang dipandang perlu.

Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur oleh
Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa
informasi kepada Atasan PPID.

BAB X

KETENTUAN FORUM KOMUNIKASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (FKPPID)

Pasal 28

(1) FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar PPID dalam rangka

memperkuat peran dan fungsi PPID.

(2) Anggota FKPPID Kabupaten adalah seluruh PPID Badan Publik di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas.



BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyvatakan tidak

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

berlaku lagi.

Agar

Banyumas.

}

NO JABATAN PARAF
1 [sekda -é:”
2 |Asakbang f

Kabag Hukum & Ham

Kadin Kominfo

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 24 Maret 2017

BUPHI SAPTONO

ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal "24 MAR 2017

BUPATI BANYUMAS,

R —

ACHMAD HUSEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR .34



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 2 3Y TAHUM 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMAS] PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

DAFTAR BADAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS :

o e B -l L e

11,

12.
13.
14;
15.
16.

R

18.
19.
20.
21.
22,

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas ;

Sekretariat Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas |
Inspektorat Kabupaten Banyumas ;

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ;

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ;
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas ;

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Banyumas ,

. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Banyumas;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ;

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas ;
Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas ;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banvumas ;
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas ;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banyumas ;

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Banyumas ;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas ;

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ;

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Banyumas ,
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23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Banyumas ;

24. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas ;

25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ;

26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas ;

27. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

28. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

29. Kecamatan;

BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
2. PD. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BFR BKK];
3. PD. Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK).

NO

JABATAN PARAF BUPATI E‘HNYUMAS,

Sekda

S

Asekbang ACHMAD HUSEIN

o
J
Kabag Hukum & Ham
Kadin Kominfo




LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 34  TAHUN 20(7

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMAS] PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KEBUPATEN BANYUMAS

PEMBINA
Bupati/Wakil Bupati

PENGARAH
Sekretaris Daerah
selaku Atasan PPID

TIM PERTIMBANGAN
Para Kepala OPD
dan Pejabat Esclon [1L.b

PPID UTAMA
Sekretaris Dinas Kominfo
Kab. Bamyumas

PPID PEMBANTU

Sekretaris OPD
atau pejabat yang membidangi tugas
kehumasan, administrasi dan kearsipan

I

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDUKUNG FENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMAS] FASILITAS] SENCGKETA
SEERETARIAT KLASIFTKASI INFORMAS| DAN DOKUMENTAS] INFORMASI

I I i
PEJABAT FUNGSIONAL
NOD JABATAN PARAF =,
BUPATI BANYUMAS,
1 |Sekda ?
2 |Asekb
3 |Kabag Hukum & Ham 4/ ACHMAD HUSEIN

Kadin Kominfo

2




ATTdnd ISVLINIWNMOO NVA ISYINHOUNI

: ISNVLSNI VIAVN
dYLAVA NYNNSNANEd d09 VINVYN

HHTO NVAHVSIA

ALLMHEAH TYODNV.L

ISIAH TYOONVL

NVLVOIWH] TVODNV.L

dOs dOWON

AMITdNd ISVINHNNMOA NVA ISYIWHOANI AV.14AVA NVNNSNANHd 3NAdasOdd TVNOISYIdO dVANVILS -

ISVINIWNIOA NVA ISVINAdOUINI VIOTHDNEd LYyavIdd
ANAHESOAd TYNOISVAHAJO AVANVLS LVINYOA

"SVINNANYE NELVANEYI HVINIHNA WA
NVONOMONIT 10 HITdand ISVINEdANI
NYNVAVTHEd NVVIOTIONId NYWOOH

ONVINH.L

Lior wnHYl W€ ' dOWON

SYIWNANVH LLVdNE NVANLVIHI
[T NVAIdINVT



‘fidoopaoy uep fidooyfos ynjuaq wrepep vedunsiyq -

* NVVLVANEd NVA NV.LVLIVONHA]

* NVLVODNIRIEd

“Jawau] ueduLre -

ojuey sl ey -

TSIUAIS]M JO Wda], ¢

“el19y] eueouay uep eliay uerequia] -

-0

NVAVIDONITIAD /NVIVTVIE

+ NVLVIRIALAN

€107 unyej, [ JouroN njIad

0107 unye], [ JowoN BjIad

010g unye], 19 JowWopN dd

£10¢ unye], £g JowoN Suepupn-suepun
600T unyel, ¢ IowoN Fuepun-suepup
8007 unyey, {1 JowoN Juepup)-Juepupn

~ 0T

VNVSHVTIHd ISYAHIAITV

WNMNH dvsvd

[




UBNITENOSNIP duBA ISEUSWNNO(]
1EES uep IsEuUoju]  JeEyeg Jengip npdag ees depos
denas uep UER ®liawl wues  ‘eledeq eaedes Cqilea  smuswmnyop
BLIDUW 2198 UED ISELLOJUL SENISER 1ensas ueyyesidip uep uawnyop
“BENIaq 101UBY digreduaw nuadss  eresere ueBusp Adooprmy ymjusq
-daia BIPIIS SN 1TV _. werep uawnyop ueuedunduad yedws; wvep Adooyjos
: ynjusq  weEp ygnd  seuopun  weMsRUsWNopulp | £
"TENITENIAaNTP UL Hiqnd
’E!E!Z s e ISEIUIWN{OP URP ISBULIOJUL UeMEIRAUSW WN[2Q3S
m:ﬂ:’i 'rf;:i 2 uwenaiey ynuad uep pwesyas ueduap ISUSTD{ISUOY
1 ‘ON DAg 'S in ueqrmePW 81 [esed uep L] Tesed 8008
'010% unyRy, unyey ¢ ‘oN N MEEm ueydep yepr Sued
Jees | oo ulng q:éi t euewIEegas Uodojey uwdusp umyieEnosp Suel
denos uep P ISEJUIINNOP UBp ISEULIOJUl  UBNISEN[ISepR{duu
susnreios | ‘eier unoe ednl m1 umepEs ISEJUAWNNOP UEP  ISEOLIOJUI
"BIED'[-IEI'E[ cZ ON N0 Z JEHS UEyIesepldaq EJ{UUWSEHHFUQPIEUQN
Jaia R - ‘8002 unyeg, _. mep  weqmndomrepp  yepea  Sued  sEjudmImjop
#1ON N 1 = Uep  ISPULIOJUT  YIIN[Ps  ueNiseNgsep{dusp | €
Hqng uepeq Susem-FUIsem
Ip IsEjUaWNyop uep seuuopm ueindwndusd ureep
‘£107 unyEL uersiduad yewrod fidoopfos wep fideopupy weEp
,_T'ON PHad °9 Blpastal dued seuuopun ynjuaq vlas ‘meyengmiad
‘nggﬂua’ﬁj = jedwsl uep npem ‘uelengued geseBunfiueuad
Eqnd ‘010z unyE] ‘usmnop stual nndipau uE{ne[p
ped 19dd ‘¢ dued 1seunioju] cresenyip Hued [e3a disre wmep
rumjas ‘JEES | ‘g1pz unye) Jooew disme undnewm mye disre ‘soreurp undnew
LIep uey denos uep [ €2ONONE snels dls.re edntaq Bued ‘ure yeyid o umIEqp
dwmsqrp | oW wlos m;gﬁ;q;hi % Guef undnew ‘usyduequaTp ‘Upuss ISHNpoidp
ye[2) dued BMENIA | soo07 ungey ‘ dued yreq ‘1syodny ueduap uBAdPRI UED SEIENNISG
dd10 BIEJ2G #1°ON AN T duel sejuownyop wep seuuopn uweymdumBuap | |
6 8 L 9 5 4 £ 4 b
» —_ aldd ewEln) | muequiag
mading NIAEM ERSUNTH uesEly ldd ldd
L NV.LVYIDEN ON
DONMMNANEd VNVSHVTEd




‘aldd

‘aldd

‘aldd

30 oyifruap
ansgam IIE'S‘E!?:IV U310 | Sues e Auumeg
P dC11d uexdelsnp
uajuoy ddid mﬁﬁ “BAUUTE] ISEULIOJUT BUEIES IN[E[2L
eAuepy HES9S | wep aysqap e . undnew (dd rusaz aysgam ay JOI0 yeddunduap
i dld
idd ueydejousm
uesey yngun
‘uedeagp 2o nmuequag
Hrgun egdue) didd
S Engip BpUElp ‘muequiag uep Buel)
‘Tureq IseuLIoul dued ldd MBP | 144 usSuap
UeyRquIe) Tpe daigu| ndumnis BUIESIa()
exil ‘ueydelayp | esmnday ddia redes Jeyesedsew epeday usmmuMsuaw
ddic yepeieg jeiIng U198 | pesepedusy uep Tmsal BIB9S daia ueydeauap
6 8 L 8 4 [4




fidoopamy
uep fidooyfos syniuaq wepep uedunsigy -

NVVLVANEd NVA NVLVLYONHd

NV.LVONIHME

@] ueduLnep

~JOJUE ST 18Ty

‘S0WIITIY] JO) ULI],

el1ay euesuay uep elisy uvrequiy)

— 0o

NVAVIONTTIAL [ NV.LVTVAd

NY.LVATIHLENA

£10g unye], | J0WoN DIad
010T unye], [ 10WON DHa

010Z Unye[ (9 J0WoN Jd

£10g unye], £ IowoN Suepun-suepu]
600T unye], §g lowoN Suepun-Suepu)
2002 UNYE] $] JowoN Fuepun-Fuepuy)

~ ol & 100

VYNYSHVTHd ISYAIAITVOA

WNXMNH ¥MYsSvd

AI'TdNd ISVWECUINT NVNOHOWHH
NVNVAYTH

dOS WWVN

HATO NVAHVSIO

ALIMHAH TYDDNY.L

ISIAFGY TYODNV.L

NYLVNEWEd TYDONV.L

dOS MONWON

ISNV.LSNI VAVN

MITENd ISVINIOANI NVNOHOWHEd NYNVAYTHd dOS °



T UEgLag

St Clidd neve surein (idd Bpedas
oL i ueyreduwresip ueuoyouwiad seyian
A eYew 'dI( UrE[ep YNSeiLa) wnjaq
Ao e Sued 1sEjuaWIT{Op /ISPULIOJUL
Hmumn e[ "ISewojul ueyowsad yajo
jees denas ynpunip Sunsdue| pSIq MBI [SEWLIOJUT
"Adooyjos | wep BunsSue; uoyowad epeday meuaqip SunsBue
uep Adooprey e akie exew ‘(Jldd 231sqam 1p jedepiay
Hmuaq ISBULIOJLT "‘Adooyos yepns neje seauoju elaw yajo
urefep uoyowsd | wep Adooprey jmuaq DIWIP UEP d[(] WeEp }NSeuL®n yeja)
UNSNsIa yrun weep uedunsp . l— Eunp dued ISEUUI0JU/ USWNNOP
e[ el1ay umel ISewIojul uoyowad eIl ‘yyqnd 1sewsojun veuoyourtad
dued JIq | uep uey eped BIEP-BIEP BNWUIS sENIaq ISenSEal ueynyePN | Z
“Tseulopu
uoyowad Lrep
(31IN) ‘Bunsduel [ (HIN) LIP sEIQUAPL
urp sejnuapl EpH BIEX9s | wmeas nejw Adooojoyg g
ueas /Adoo !:;1“-'“1“5 "NISqam
030] UoyoLr Haun P mdm]m
wdureqip uep FEBS CEyom Fued neje Bt
dexBuo snp SR BacEhty dldd ueuelejad Auneu]
il BIE2IS dunsEue 298
HEPI wEp sun ] e1e
gers) duel ISBULIOU elow m vIpasi;n
- : Nreq ueyyningip duel IseuLojun
ISBULIOJT | uoyoued yraum Sued semoyu . sl et
reuoyowrad elioy urel UBUOYOULIS] FErTHE DS MO
JInuIo g UEp LIBY BPEJ JNUOLIO "1 '].Ed'EP ISEULIOTU] uoLowad L
0L 6 8 L 9 S ¥ £ (4 b
YBlaB(] | njuequad aldd
ndino B uedexduaay m‘iz?:”d Ué‘ifﬂ;'ﬁp IsensiEay fﬁ;ﬁg
EH uauodwoy|  (idd ueden NVLVIDEM ON
ONMANANTJ VNVSHVTAd




‘elseq

jesjSuriag ISBIUSUINNOp
neje nEje ISBPULIOJUl uretIsuad
uauodmoy “ISeuLojul uoyotad nng epue) UefuRjEpLUEUSM
gyajo a0 SjuIuImp ye[s Sued wemon uoyouad
ueyde)anp duel Isejusmnyop {210 syutunp dued 1swjuamn{op
d1a | ye Suek g1q NEJE ISEULIOJU] NEJE ISBIIOIUl UeqLIaquuay
‘mjuequag (Jldd neme
eurelny (idd epeday pnsyeunp
dued{ uvswnyop nNEJE ISEULIOUI
ueyUaquuam  yeroep  jeyduesad
neje uanoduoy "ISEULIOJUT
uoyowad epeday wexLaqIp
juun didd epedsy dig werep
“yeIar( TeSueIag ..._“,.. ynsews) yepns Sued uswnop
neje uauodoroy NEJE ISEULICIUl TEYLIDC IS J1gun
Yoo ueydeyaip geisep jeqduetad neje uauodoroy
e Sued 41g epeday ejurwow  ewel Jdidd
413 8 L 4] G it




‘fdoopaony
uep fidooyfos ymuaq urepep vedunsig -

NYVLVONId NV NYLVYLYONH] NV.LVDNIAHd

Jataju] uedure

AUEY S I8y

‘U JO W] 7

“eliay eueouay uep elioy uerequiy] |

NYAVIONITIAL / NVLV IV NYIVITHN ALY
€10 unye] [ JowoN miad "9
010g unyey, [ JowopN bjaad °g

010 unye], 19 10Wop 44 ¢+

EI[]E 'LITLI.IE._L EE _IU‘EI:[EIN Er.mpun-ﬁunpun 'E

600F unie], gz lowop suepun-suepun °g

8007 Unye], $1 towon suepun-Suepun -1
VNVSHVTE ISYIIAITV M WMMNH JAVSvYa

ATTENd ISVIWHOANT ISNANHESNON I d0S VINVN
ISNVYLSNI YINYN

HET0 NVMHVSI

ALLNEAE TYDONVL |
ISIAHE TVDONVL

NVIVNENWN3Ad TVDDNV.L

d0S dJONON

NMITENd ISVINRIOANT ISNINMASNOM 1IN dOS D



]

ISEIOIU uoyoLtad

epeday ueqejouad jeANS BN

ldd =qew ‘miseye) ugyejeiulp
ISPULIOJU| elese|ay ueduecuiriag mwi],
Yoo isejustunsyop /1ISBuLIoju] s1es ey
‘prosyEwIp Jued 1ISeIUsLNop / 1sewaou
UBHIEISAUSW Hjun yeiseq] jedueiag
nme usuodwoy epeday TeURIULISILSW

Blioy :
“ISBULIOJU] ey (gning) ISPULIONN > . - Eﬁﬁsgﬁm: i “jf;;ﬁr:ﬁ
uorjouad L Yerepe | uoyowad yajo el HES A 2,
NI "INqda) neje elseyel
Y=[0 ®junurp IseuLiojul | eununp dued ynsewa) yeyede ‘sguuojun uoyowad
duel yqnd ueuoyoulizd | msEIUSIMYOp BlUIp dued SBjUNLNYOP /ISBULIOU]
Iseunioju] | uedueluedisg | nee 1seuLou] SNIEIS 8818 (J[dd epedoy ueyedwedfuay | ©
IS BULIO K
e yup 010z unyey umufn uedunuaday uep usinyeday
ueyeiepgd U | DEag 7 duepun-suepun UeNIESEPIdq
edure 3 : N
quumaad ‘a1 Fuejua Iseyes jejisiaq Sued pnsyewip
WL, UBsSn}ay elay wel | gz unyey ‘ 2 dured sejuswunyop /Iseuojut
1BIng | wep ey eped #1 "ON AN 1 sele ueSuequniad weLLqUIDK [ g
"IN Hp
SEINUapt Ueds
nee Ldoo ;
oo} mdure(p e
uep dexdus| uoyowad uep
(s1p e IsEjuawWnyop ISEULIONU] Ueueie(ad ueduequiniag
Suek wewLoyuI / 1seuLopuT . wyy, ueseqram teFuap J1q ureEp
geqoyouLad ueuoyouLad Hnseuls) yepn sued [sejusmuniop
seNIag Jees denag sEdj1ag J1seuniopm seje uetley] vexTeE@EW | 1
01 6 8 L 9 g L4 £ 4 1
eIZe(] B BILIC]U] niwequa,g
d e duRIag LBLEAR] 1dd
ndyng B M uedeqdusay A e]¥ [l SN EE | neye weluequiriiag| vep ewren
LA uauoduroy uIr], aldd NVLIVIOEA ON
DNNMNANEL VNVSHVTHd




01

"1de]

Sufredradip

yedep epn "BISBlE]

UEp UBNUSQIP | UeNLoSaeyp

SN2} u ngasia

ENUELDLqWad | 1sejusmnyop

Helos eliay /1seurioun
trey (ynfng) el "BIseyEl
"uesejouad L EwEes uexefouad UEP{EIRAUIP ISEJUIWNHOP /ISEULIOJUI
jeInS nelE ISBULIOJU] jeINns smyels eqil 1seuLIouI
ISBULIOJUT | weuoyowdad | nEje 1SeuIoful uoyowad vpeday ueseouad
uoyourad weyniomad | uoyourad yajo = JeIns UENUSqWLSW Neje UeewLsuad
yato equmunp | uedueluediad | ey Suel ¥ng epue) weduelepuBusw
dued ynqnd UENLSqIp | ISEjUIWIS{op ueduap seuLopur uoyowad gao
TSEULIOJU] [eunsyep [ 1sewoua] ejurIp duek ISEULIOJUT WENLIC W]

6 8 L (4

o




fidoopaoy
uep fidootfos ymuaq wepep uedunsig

NVVLVONHd NVO NV.LVLVONEd

NV.LVONRIHEd

jawnu] ueBuuep 4
lojued] s1I Jery O

"POUSINS IO WIS, °F
‘elioy eueousy uep eloy uslequiy] |

NVIYAONI AL/ NVLVIVE I

NV.LVMRMALAM

£10€ unye], [ JOWoN yiad
010 unye], [ J0wWoN D{Iad

010g unye] [g Jowop dd

£10¢ unye], g¢g towoy 3uepun-duepun
600T UNYe] ¢g JowoN Suepun-Suepup)
800¢ unye], $1 Jowon Suepun-suepu

—~ i M0 O

YNVSHV T ISVHIAITY 1

WNANH AvSvYd

Arignd
ISVINMOUNI NVIVHHEEEN NVNVONVYNE

dOS VIWVN

HATO NVAHVSIA

JILHEAH TYDONVL

ISIAHA TYDONV.L

NVILVNENEd TVODNVL

11

dOS dONWON

ISNV.LSNI VINVN

HMIand ISVIWHOANI NVLVIIEEN NYNYVONVNId d08 °




‘Adosyjos
uep Adoopaey

¥njuaq
wefep 2
Ip yepa fued ‘Adooyos uep
18R ULIOfUI Adooprey ynuaq "aldd
ueuedejad urefep uedumnsip uesely epeday uejeiagay uenleduad
UBIBIaqay wlhoay ISEULIOJLI ueyreduredusw wep Hrgnd iseuojur
menfeduad ure| uep uotowad . 4,—.—. - ueueiejad ueyelaqoy wenleduad
Teye( By Epe | BIEP-BIED BNIUAG JNULIO} ISenSEal ueNNYBPN | T

‘Tldd ¥¥j Jowou 33 (MIN)

TUETEL Oy LIp senuspl xe] Usdusp BUIEIP

ueniEduaw dexdua| snp yel Fued [seuuoju
Fued uoyowad uruoyoursd Inuoo] xe UL@usp o

LIep (MIN) Lip apsqam 1p e Surd qldd

"IN SEIUIPI UEDS [eW-2 Jeuwere 33 WLID{Ip UEIpnm=y

uTp seqnuapt neje idodojog g {MIN) wip sejnuapt ueds weyEIa UMW

uBdSs gopunip jedep usp ynpunip yes) Sued nnunof
neje Adooolog UEp 2118gaMm wmiBuam ueduap olsam  IN[ElRW T

ndurep uep 1p uBydurep "IN

des8us| 1smp neje tp sepuapt Adosooy dey3uojom

yer Juel dldd ueueieiad uedusp qnd IseULOUl UEIRIAGN

ISEULIOJUT efow [p Epasia) veuoyourtad wenfedusd — mmuLio)
&Bm d sued Hiqnd isiduawm uep Junsium] Swoejeg] ']

e ISETLLIOJUL . ! inepew weyymngrp Suel
TEyezagay Bl UEIRING I seuLIojul  ueuoyoutiad  edupueleprs)
uenfeduad urel wep uenfeduad Hepn see  umeaqey  uenfedusd

JIMOLIO ] LIEY Bped JNULey 1 ueredwediuaw  seuuojul  uoyowag | I
01 6 B L 9 4 £ 4 !
NUBequiag
aidd didd nee 1senSIERy lsBuLIOjU]
Y ndang i em uedeySuaay uesEy PR we@eq aeHow — <
Qidd
ONNMNANIJ VNVSHVTHd




TUEHIBETIIP
Aued 19etLo
uexedrism

"ISBULIONUT ejunap Sued
uoyowsd ISEULIOJUT BUaIEy
epeday muequiad gidd
uesejouad nele ewreln) didd
wans none L il
 nbngs et NEJE 1SBULIOJ =
uojomad uoyowsad = ISEULIDjU] uojoulad Lep
Y210 BjUummip “elray Y20 Pns}EUNp jEch:aned el ey ueejutcad nnuamwot
dued yqnd urel uep Jued 1sEuLIOpn ymun mueqmad Jidd UEp BWEIn
bbb 2 uey eped Juawnyog didd epeday UBNURMUUIWSK |
=nqnd
ISEULIOJUT
ueueiead
UE RIS
uesnleduaw
Fuef seuLoju “UENWNUNnIp
uotjomad yee1 Jued dl_[] .
ueejunLad ‘dexBual 2
TSI T
n:u;{qn;:[;; duek lgs:ém.m]u;
aldd uep ueueied ISEULIOJU] Uoyollad Uep
ewreln qidd elioy TEJeIaqa)] ISEULIONE  ueRluIad  Ignuswaw
wpeday SN wef uep uenfeduad » . > . ¥ymun muequiad (ldd Uep eBwWEl)
yejuLa jeing LIE1] EPEd sedlagd '1 aldd epeday ueiqeulsuon | +
‘dexBua
=Hp l-i'elaf: Isewojul veuoyoutad
Buel IIE"‘B'EIIJQ;‘[H qemeluam FrgHn muRquiag
TJuBquiag “Bliay dewﬁu[aci OIdd UWedNejullaiusl Uep ISemLojul
(1dd epedey urel uep uee1sqay voyowad ered wep umelagoy
JEINS e ey epeJ | wuenlefuad seqiag uenleduad JITULLIO] BSHLIDIIAN | ©
01 6 B L G £ (# 1

£l




fidoopuny wep Adooyfos yniuasq weep vedunsyy -

NVV.LVANEd NV NY.LYLYONHd

NVY.LVONIHHE

Jawu] uedunie

"JOIES Sﬂm ]EI‘W X

Q'SUE]QJEI-H j{j 'Eﬂlal

‘eliay eueduay wep elny merequuag

— i

NYdVIONITIEL / NV LYV TVIEd

NV.LVMIRIELIN

£10g Unye], [ JOWOoN D{1a]

010E UNye], [ JoWoN D13

D10Z UNYRL, 10 I0WON dd

£10g unye], £g iowoN Juepun-duepty)
6002 unye], gz Jowop Suepun-Suepupn
8007 unye], ] Jowop Suepun-Fuepup)

— 0l W00

VYNVSHVTHd ISVHIAITVOM

WIHNH JAvsvd

ATHNd ISVINOMANI VIENONES ISVLITISVA

dOS VIAVYN

HA'TO NVMHVSIA

ALLMHEAH TVOONY.L

ISINHE "TVODNVL

NVLVIIEWHd TVOONV.L

ISNYLSNI YINYN

dOS ¥OWON

1

MI'ldNd 1ISVINHOANI VLIMONIS ISVLITISYd dOS °




Cldd uesery
Lep Sk "
iededdum
BAUEEEJ::;E ‘ueynIngay ueduap mnsas
Hﬁml" rey Fdued wnmwn [euoisduny wuemeqel
[sejaq 1edums) ‘reuoisdury jeqelod ‘wnny Sueprq
1 1equieg wedueuowr Fued jeqeled  ‘yredu;
durped [ . muequad Jldd UeNmossueiag
niyem weep uep eWel] Jdidd Y@ Eneyip
umnfeng ISBULIOJU] El9HEUag ISElse Wil | ¢
‘e ElaydussIp
SueA 1sewopmn BwEln (idd Y210
reyLiad ymusqrp dued seULOfUl BlaYduss
Qldd ussey . ueTesajaduad ueedednSuam
LIBp SI[nua) Wymun ISeuLoju] eayduag selse
uededdue], 4 un], uweydejsuosm (dd uesEly| 7
“ueRIaqay
usynleduam
Bued sruLIo§)
‘IsBISIdala] uoyotd
"IN) | tsewopur u | wEp [HIN) LIp 131 Bueluediadip 1edep yepn vep
utp seinuapl | euoyouaad smnuapn weos meyuaqip  SNua)  uengeiuaquiad
ueos / yefos | mem Adoo o104 - sefos  elay wey (ynfm) o ewepes
Adoo oyo3 | eliay ey .‘EHSQB;HELEEJ{HE:: iseuniojm ueuoyouusd ueynuamad
tdweqp uep (ynmdas) EELS o “19] ueBuefuedind  Cueyuaqlp  uep
dexjdua| sup 0T | ™ guelsyyqnd sensidors) 1seuLIOfIT uBuOyouLad
qel 3ued | [eusyEm isBULIOUT . elbs w2y ey (ynindas) g1 niem
IseuLIOyul ‘ehiay uBBIaqY weEp qidd uesey epedsy sinus)
ueuoyouLad el uep wen feduad BIBD3s  UERIagay — ueynledusw
sexiag LIet] eped IO - edep swunojul uoyowad denag | -1
01 6 g 4 g g 4 £ 4 [
mding nEEm uedeyBuspey | Uidd — mueqiag gldd| SEUUOGU]
PETRLICH Uese] BLIEL (T1d UOLOur
Lt 2 ¥ U g1 newd NVLVIDED ON
DNMANANEd YNVYSHVTHA

&l




NIFISNH AVIWHOV

iR

‘SYINNANVE LLYdNd

redsue) eped
ojpajommyg 1p ueydejanig

ojulluoy wipey ]

WYH g wnyny Jeqey | €

LM

dueqyasy T

BPYES | T

dVHvd

NY.ivVavl oN

seuLioju uoyowad

UEeXSENW2W JePN Uejeiaqay sasoid
WEEP (Jidd uesely uededdue)
enqede 1SUIAOL] ISBULICJU] ISTLIOY

epeday ueynlep yiqnd seuwojur
eaxduas wemesapiusd eledn

‘dldd
uese}ly epeday 1semuojul ejasduas
ueuedueuad sasoad  ueyiodepm
ISeULIOJU] BjINEUSg Iseliseq ],

01

4

91




